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Dalam pembaharuan hukum pidana (materil), masalah pidana merupakan persoalan yang paling pelik.
Pangkal persoalan terletak pada sifat pidana yang menderitakan, sehingga penjatuhannya harus mempunyai
alasan pembenar. Selain itu, jenis pidana yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan
memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dari jenis-jenis pidana yang dikena selamaini, pada awanya
pidana penjara dianggap sebagai primadona. Penelitian-penelitian kemudian membuktikan bahwa banyak
dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penghilangan kemerdekaan dalam lembaga ini, yang tidak
sesuai dengan tujuan pembinaan. Fakta ini mendorong upaya-upaya untuk mencari alternatif pidana
kemerdekaan. Pidana alternatif diharapkan mampu melayani kebutuhan pembinaan tanpa harus dijal ani
dalam tembok penjara. Jadi merupakan pembinaan di luar lembaga atau bersifat non-custodial. Dalam kaitan
inilah Konsep Rancangan KUHP (Baru), memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru. Salah satunya
adalah pidana pengawasan, yang menurut tim perancangriya pada hakekatnya merupakan penyempurnaan
dari pidana bersyarat, yang selama ini sudah ada ketentuannya dalam KUHP yang sekarang berlaku, tetapi
dalam prakteknya jarang digunakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh sistem pidana pengawasan yang
dapat memenuhi harapan, pertama-tama perlu dikaji lagi pasal-pasal dalam konsep yang mengatur pidana
aternatif ini. Membandingkannya dengan ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP merupakan
carayang harus dilakukan mengingat sifat penyempurnaan dari pidana pengawasan, seperti yang
dimaksudkan oleh tim perancang Konsep. Selanjutnya, permasalahan dan kendala yang dijumpai dalam
pel aksanaan pidana bersyarat harus pula dikaji. Permasalahan yang terjadi, mulai dari proses penjatuhan
pidana sampai pada pengawasan dan pembinaan, termasuk di dalamnya kendala di bidang sarana dan
prasarana, harus dicari pemecahan dan jalan keluarnya. Dengan sistem pidana pengawasan yang baik,
keberadaan terpidana di luar lembaga tidak akan dianggap sebagai pembebasan dan tujuan pemidanaan
berupa pembinaan akan tercapai (SF).
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